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ABSTRAK 

NOVIE KHOIRIA (2022): Pelaksanaan Akad Rahn pada Lahan Pertanian Padi 

Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten 

Agam Perspektif Fiqh Muamalah 

  

Proses akad gadai yang dilakukan di masyarakat Nagari Lasi yaitu 

termasuk kedalam kegiatan tolong menolong. Dengan dijaminkannya harta benda 

berharga milik si penggadai (rahin) dengan tujuan peminjaman dana/utang. 

Alasan utama adanya kegiatan gadai disebabkan karena penggadai mengalami 

kesulitan, dan jalan terakhir yang dipilih penggadai (rahin) yaitu dengan cara 

menjaminkan sawahnya untuk meminjam   kepada si penerima gadai (murtahin). 

Masyarakat Lasi menggunakan akad gadai dengan cara lisan saja, yang didasari 

rasa sali percaya satu sama lain. Disisi lain masyarakat juga memanfaatkan hasil 

dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut secara keseluruhan tanpa 

memberitahu kepada rahin. 

Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana 

pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi di masyarakat Nagari Lasi? (2) 

Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap akad rahnpada lahan pertanian 

padi di Nagari lasi?. Penelitian yang dipakai didalam skripsi ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) yang mengambil data langsung di lokasi 

penelitian untuk mendapatkan suatu data yang lengkap dan akurat. Penelitian ini 

juga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan dua 

sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data 

yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Gadai merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, 

dikarenakan adanya rasa saling empati kepada sesama manusia. Akan tetapi Islam 

memperbolehkan terjadi gadai apabila tidak ada unsur penyimpangan atau 

larangan dari syariat Islam. Masyarakat di Nagari Lasi belum sepenuhnya 

mengetahui bagaimana akad gadai yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Disini 

terdapat akad dan rukun yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu masyarakat 

Lasi hanya menggunakan lisan sebagai akad dalam proses gadai menggadai hal 

ini yang membuat rusaknya rukun dari gadai. Selanjutnya adanya riba didalam 

proses gadai menggadai di masyarakat Nagari Lasi, dimana murtahin 

memanfaatkan hasil dari sawah yang dijadikan jaminan secara keseluruhan dan 

tanpa adanya sepengetahuan dari rahin sebagai pemilik sawah. Bagi masyarakat 

Nagari Lasi sangat sulit untuk mengaplikasikan tata cara gadai yang sesuai 

dengan syariat Islam, dikarenakan proses ini merupakan kebiasaan adat istiadat 

dari dahulu kala. Sehingga hal ini membuat pemerintah daerah menjadi pasif 

untuk mensosialisasikan bagaimana akad gadai yang benar menurut syariat Islam. 

 

Kata Kunci : murtahin, akad, marhun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap 

dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini 

berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan akidah ataupun etika. 

Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan 

dialektika nilai materialisme dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang 

dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran 

transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.
1
  

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mua‟amalah ialah 

gadai (rahn). Secara linguistik, rahn bermakna menetap atau menahan. 

Secara istilah, ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan 

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan 

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 

piutangnya.
2
 

Ada ulama mendefenisikan gadai (rahn) sebagai berikut: 

                                                             
1
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h. Xviii. 

 
2
Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 

h. 40. 
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a. Menurut Sayyid Sabiq, ar-rahn adalah menjadikan barang berharga 

menurut pandangan syara‟ sebagai jaminan utang.
3
 

b. Menurut Masjfuq Zuhdi, ar-rahn adalah perjanjian pinjam-

meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan 

utang.
4
 

Akad ar-rahn diperbolehkan dengan berbagai dalil dari Al-Qur‟an 

ataupun hadits Nabi saw, begitu juga dengan ijma‟ ulama.
5
Diantara firman 

allah dalam QS.Al-Baqarah (2): 283 

ضَحٌ فۗاَنِْ امَِهَ تَعْضُكُمْ تَعْضًا فهَْٕؤَُدِّ  ُْ قْثُ هٌ مَّ ٌٰ ا كَاتِثًا فشَِ َْ نمَْ تَجِذُ ََّ انِْ كُىْتمُْ عَهّٰ سَفشٍَ  مِهَ انَّزِِ اؤْتُ ََ

 ُ
اّللّٰ ََ  ۗ ًٗ ٓٗ اٰثمٌِ قهَْثُ ًٗ َّ مَهْ َّٔكْتمٍَُْا فَاوِ ََ ٍَادَجَۗ  لََ تَكْتمُُُا انشَّ ََ  ۗ ًٗ َ سَتَّ

نْٕتََّقِ اّللّٰ ََ  ًٗ ْٕمٌ امََاوَتَ نَ عَهِ ُْ  ࣖ تمَِا تعَْمَهُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan.”
6
 

 

Dalil dari As-Sunnah mengenai ar-rahn (gadai) ini adalah: 

سٌََىًَُ دِسْعًامِهْ حَذِٔذٍ  ََ ٍّْ إنَِّ أجََمٍ  سَهَّمَ اشْتشََِ طَعَامًامِهْ ٍَُُٔدِ ََ  ًِ ْٕ ُ عَهَ َّٓ صَهَّّ اللَّّ  أنََّ انىَّثِ

                                                             
3
Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut, Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M, Jilid III), h. 108. 

 
4
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji Masagung, 

Cet. 3, 1992), h. 153. 

 
5
Op.Cit, h. 262. 

 
6

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT. 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 60. 
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 “Sesungguhnya Nabi Shallallahu „alaihi wasallam membeli dari seorang 

Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju 

besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].
7
 

 

Rukun dan syarat gadai: 

a. Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (rahin) 

dan  murtahin (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai 

jaminan hutangnya).  

b. Ma'qud „alahi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta 

hutang. 

c. Shighat, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak 

yang melakukan transaksi gadai.
8
 

 

Gadai termasuk kegiatan tolong menolong yang biasa dilakukan di 

masyarakat Nagari Lasi, bagi mereka yang membutuhkan dana cepat atau 

sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi mereka bisa menjual barang-barang 

berharga milik pribadi kepada orang yang hendak membelinya dengan cara 

gadai, masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya pada waktu tertentu 

dan bisa ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Salah satu contoh 

dari barang gadainya yaitu sawah. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), arti kata sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk 

tempat menanam padi. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk 

                                                             
7

Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 3, diakses dari laman 

hhtp://telkomhadits9imam.com pada tanggal 3  November 2021 pukul 20.00 WIB, h. 41. 

 
8
Abdurrahman Misno, Gadai dalam Syariat Islam, Jurnal, Vol.4, No.2, Oktober 2017, h. 

30. 
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menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun 

bergiliran dengan tanaman palawija.
9
 

Masyarakat Nagari Lasi biasanya akan menggadaikan barang-barang 

berharganya kepada rekan dan kerabat terdekat mereka, bahkan kepada orang 

lain. Dalam akad mereka biasanya menggunakan melalui lisan saja karena 

mereka menaruh kepercayaan kepada orang yang akan menerima gadai, dan 

ada pula melalui lisan dan tulisan. Ketika terjadi akad gadai, maka pada 

dasarnya yang wajib berlaku adalah yaitu sifat keterikatan antara utang 

dengan jaminannya. Sifat keterikatan ini muncul karena gadai merupakan 

bagian dari akad dengan jaminan utang berupa harta. Barang gadai yang 

berkedudukan sebagai tanggungan utang itu, selama ada ditangan pemegang 

barang gadai hanya merupakan amanat, pemiliknya masih tetap pada orang 

yang menyerahkan barang gadai, meskipun tidak merupakan milik sempurna 

yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya 

itu.
10

 Rahin pun mengungkapkan mengapa dia menggadaikan sawahnya 

kepada murtahin. 

Alasan menggadaikan sawah karena sewaktu itu sedang kesulitan uang, 

oleh sebab itu menggadaikan sawah ke kerabat dekat, sawah ini 

merupakan tanah pusako tinggi, menggadaikan tanah pusako tinggi 

boleh dilakukan, asal demi kebutuhan keluarga, bukan perorangan. Jadi 

untuk saat ini belum bisa melunasi utang dari gadai tadi dikarenakan 

faktor ekonomi yang belum memungkinkan.
11

 

 

                                                             
9
Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, Tanah Sawah (Malang: Bayumedia, 

2005), h. 1. 

 
10

 Syafii Jafrii, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru Riau: Suska Press, 2008), h. 78. 

11
 M. Zaid, Orang Yang Menggadaikan,  Lasi Mudo, Wawancara, 10 Oktober 2021. 
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Banyak dari masyarakat yang belum paham dengan akad gadai tersebut, 

dimana apabila menggadaikan sawah sebagai jaminan harus menyertai 

surat tanah dari tanah sawah tersebut, dan tidak boleh menggarap sawah 

gadai tanpa sepengetauan atau seizin orang yang punya sawah atau orang 

yang menggadaikan. Akan tetapi masyarakat Nagari Lasi banyak yang 

menggadaikan sawah tanpa memberi jaminan surat tanahnya, dan 

memanfaatkan sawah tersebut secara keseluruhan tanpa memberitahu 

kepada rahin terlebih dahulu. 

Sedangkan Islam membolehkan melakukan kegiatan gadai, dengan 

syarat sahnya gadai yaitu adanya kejelasan kepemilikan dari barang yang 

akan digadaikan. Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan 

qabul dari rahin dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan 

tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan 

barang. Setelah ditanya kepada pihak murtahin sebagai pemberi utang, dia 

menjelaskan bahwa : 

Akad dari penggadaian sawah ini hanya dilakukan secara lisan saja, 

hanya ada istri penggadai sebagai saksi, penggadai tidak memberikan 

surat dari tanah sawah tersebut dan tidak ada akad di awal tentang 

pemanfaatan sawah oleh murtahin, akan tetapi sawah tersebut tetap 

dimanfaatkan oleh murtahin dikarenakan itu merupakan suatu 

kebiasaan di masyarakat.
12

 

 

Kegiatan penggadaian sawah yang dilakukan tanpa adanya surat tanah 

sawah akan berdampak kerugian materi terhadap kedua belah pihak. 

Namun belum bisa dikatakan sepenuhnya salah sebelum adanya penelitian 

                                                             
12

 Erizal, Orang Yang Menerima Gadai, Lasi Mudo, Wawancara, 1 September 2021. 
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lebih lanjut, karena bisa jadi adanya faktor-faktor tertentu yang 

mempengaruhi terjadinya penggadaian seperti kejadian di Nagari Lasi 

Kecamatan Candung Kabupaten Agam. Dilihat dari permasalahan-

permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi di 

Nagari Lasi  Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh 

Muamalah”. 

B. Batasan  Masalah 

Agar penelitian ini fokus pada latar belakang permasalahan yang diteliti, 

maka penulis perlu adanya batas masalah, antara lain: 

1. Praktik gadai dibatasi pada kegiatan akad gadai yang dilakukan 

masyarakat Nagari Lasi. 

2. Materi dibatasi mengenai hukum menurut perspektif muamalah yang 

berkaitan dengan pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi di 

masyarakat Nagari Lasi? 

2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap akad rahn pada lahan 

pertanian padi di Nagari lasi? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka timbulah tujuan dan 

kegunaan penulis untuk meneliti yaitu: 

1. Tujuan    

a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi 

di Nagari Lasi. 

b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah pelaksanaan 

akad rahn lahan pertanian padi di Nagari Lasi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan akad 

rahn pada lahan pertanian padi di Nagari Lasi. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan pelaksanaan akad rahn pada 

lahan pertanian padi di nagari lasi. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA   

 

A. Teori Rahn (Gadai) 

1. Pengertian Rahn (Gadai)  

Rahn dalam bahasa Indonesia diartikan dengan gadai, dan berasal dari 

bahasa arab (رهن, رهنا) yang berarti menggadaikan (menjadikan jaminan 

sebagai utang). Selain itu juga berasal dari kata  ثبت ودام yang artinya kekal 

dan tetap.
13

 

Pengertian rahn dalam Ilmu fiqh: 

ٌْهُ فّ انشَّشْع : انمالَُ انزِ ٔجعم َثٕقح تانذٔه نٕستُفّ مه ثمىً إن تعزس  انشَّ ََ

 استٕفاؤيْ ممّه ٌُ عهًٕ

“Pengertian rahn dalam syariat adalah: harta yang dijadikan jaminan 

atas sebuah hutang, supaya nilainya digunakan untuk melunasi hutang 

tersebut jika tidak mampu membayarnya kepada pemberi hutang”
14

 

 

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefenisikan sebagai 

berikut: 

1. Menurut Sayyid Sabiq, ar-rahn adalah menjadikan barang berharga 

menurut pandangan syara‟ sebagai jaminan utang.
15

 

                                                             
13

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 286. 

 
14

  Muhammad Aqil Haidar, Memanfaatkan Barang 
Gadai

 Bolehkah?, (Jakarta: Rumah 

Fiqh Publishing, 2019) h. 7. 

 
15

 Sayid Sabiq, Op.Cit. 

 



9 

 

2. Menurut Muhammad Rawwas Qal‟ahji penyusun buku ensiklopedia 

fiqh Umar bin Khatab r.a berpendapat bahwa ar-rahn adalah 

menguatkan utang dengan jaminan utang. 

3. Menurut Masjfuq Zuhdi ar-rahn adalah perjanjian atau akad pinjam 

meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
16

 

Secara terminologi rahn adalah memberikan suatu barang untuk 

dijadikan sebagai jaminan manakala ketika si peminjam tidak dapat 

mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak.
17

 

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa rahn itu adalah menjadikan harta 

berharga yang dimililiki seseorang untuk dijadikan jaminan utang. Dalam 

arti sebuah jaminan berkaitan erat dengan utang piutang yang timbul 

karenanya. Dimana pemberian utang ini merupakan salah satu kegiatan 

tolong menolong dalam masyarakat, dengan ketentuan penerima utang 

memberi jaminan kepada si pemberi utang.
18

 

Selain itu kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengartikan 

gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu 

arang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang 

atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada 

si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

                                                             
16

 Masjfuk Zuhdi, Op. Cit. 

 
17

Adrien Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 16. 

 
18

 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Op.Cit., h. 265.  
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didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan 

kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, 

biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).
19

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa gadai adalah pinjam 

meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan jika 

telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang 

memberi pinjaman. 

Gadai dalam Islam itu tidak boleh mengambil untung darinya, hanya 

boleh mengambil apa yang menjadi haknya dari biaya utang yang diberikan 

kepada si peminjam. Oleh sebab itu setiap adanya kegiatan gadai menggadai 

harus mengetahui bagaimana akadnya terlebih dahulu. Ada beberapa akad 

yang harus diperhatikan: 

a. Akad rahn adalah akad tabarru‟ 

Gadai merupakan salah satu akad tabarru‟ (kebajikan). Sebab, 

pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan 

sesuatu yang lain. Akad-akad tabarru‟ dalam konsep fiqih muamalah 

meliputi akad hibah, ji‟alah (pinjam-meminjam), wadiah, qard, dan 

rahn. Sebagai akad tabarru‟ maka akad tersebut mempunyai ikatan 

hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan 

kepada pihak penerima gadai. 

 

 

                                                             
19

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita, Cet. ke-3, 2004), h. 297.  
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b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh 

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rahin berkaitan dengan 

keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu 

jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia 

melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai tetap di 

tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu 

melunasi hutangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh 

sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari 

hak tersebut. 

c. Musnahnya barang gadai 

Menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, 

mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai ditanggung 

oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan 

jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka 

kewajiban melunasi hutang menjadi musnah juga. 

d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo 

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai 

dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu 

sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila 

yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Karena itu, 

barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara 

mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. 

 



12 

 

e. Pemeliharaan barang gadai 

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada 

garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai.
20

 

2. Dasar Hukum Rahn 

Rahn (gadai) hukumya boleh berdasarkan dalil al-Qur‟an, hadis, dan 

ijma‟ 

1. Al-Qur‟an  

Surah Al-baqarah ayat 283: 

ضَحٌ فۗاَنِْ امَِهَ تعَْضُكُمْ  ُْ قْثُ هٌ مَّ ٌٰ ا كَاتثًِا فشَِ َْ نمَْ تجَِذُ ََّ انِْ كُىْتمُْ عَهّٰ سَفشٍَ  تعَْضًا فهَْٕؤَُدِّ انَّزِِ اؤْتمُِهَ  ََ

 ُ
اّللّٰ ََ  ۗ ًٗ ٓٗ اٰثمٌِ قهَْثُ ًٗ َّ مَهْ َّٔكْتمٍَُْا فَاوِ ََ ٍَادَجَۗ  لََ تَكْتمُُُا انشَّ ََ  ۗ ًٗ َ سَتَّ

نْٕتََّقِ اّللّٰ ََ  ًٗ ْٕمٌ امََاوَتَ نَ عَهِ ُْ  ࣖ تمَِا تعَْمَهُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamukerjakan.”
21

 

2. Hadis 

Dalil dari As-Sunnah mengenai ar-rahn  

سٌََىًَُ دِسْعًامِىْحَذِٔذ ََ ٍّْ إنَِّ أجََمٍ  سَهَّمَ اشْتشََِ طَعَامًامِهْ ٍَُُٔدِ ََ  ًِ ْٕ ُ عَهَ َّٓ صَهَّّ اللَّّ  أنََّ انىَّثِ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu „alaihi wasallam membeli 

dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan 

                                                             
20

 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.27. 

 
21

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT. 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 60. 
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menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan 

Muslim, no. 1603].
22

 

 

Menurut kesepakatan pakar fiqh peristiwa ini merupakan kasus 

rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Jadi 

dari hadis di atas ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa melakukan 

rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di 

dalamnya dalam hubungan tolong menolong  antar sesama manusia. 

3. Ijma‟ 

Bahwa kaum muslimin diperbolehkan dalam melakukan rahn (gadai) 

secara syari‟ah ketika bepergian (safar) dan ketika di rumah (tidak 

berpergian) kecuali Mujahid berpendapat bahwa rahn hanya berlaku 

ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat 

Mujahid ini dibantah denga argumentasi hadis diatas. Di samping itu, 

penyebutan safar (berpergian) dalam ayat diatas keluar dari yang 

umum (kebiasaan).
23

 

 Dari penjelasan dalil-dalil di atas tidak kemungkinan memberi 

petunjuk untuk merapkan suatu sikap kehati-hatian bila pelaku kegiatan 

gadai melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu, 

dengan menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. 

Kegiatan ini tidak dilarang tetapi tidak dianjurkan. 

 

                                                             
22

Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 3, diakses dari laman 

hhtp://telkomhadits9imam.com pada tanggal 3 November 2021 pukul 20.00 WIB, h. 41. 

 
23

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 289. 
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3. Rukun dan Syarat Rahn 

Dalam melakukan kegiatan rahn terdapat beberapa rukun dan syarat 

yang harus dipenuhi oleh pelaku transaksi. Para ulama fiqh berbeda 

pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut Jumhur Ulama rukun rahn 

itu ada empat, yaitu: 

a. Rahin (orang yang memberi gadai) dan murtahin (orang yang 

menerima gadai) 

b. Sighat (ijab dan qabul) 

c. Marhun (harta yang akan menjadi jaminan) 

d. Marhunbih (utang) 

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat rukun rahn itu hanya ijab dan 

qabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya 

akad rahn ini, maka diperlukan adanya pelunasan barang oleh pemberi 

utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (rahin dan murtahin), 

harta yang dijadikan jaminan (marhun), dan utang, menurut ulama 

Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat ar-rahn, bukan rukunnya.
24

 

Adapun syarat rahn yaitu: 

a. „Aqid (rahin dan murtahin) 

Syarat yang terkait dengan orang yang  berakad yaitu cakap 

bertindak hukum. Kecakapan bertindak menurut jumhur ulama 

adalah orang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama 

Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan 

                                                             
24

 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Op.Cit, h. 266. 
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baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka 

anak kecil yang mumayizz (anak di atas umur 7 tahun) boleh 

melakukan akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan anak 

kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya. 

b. Shigat 

Syarat shigat ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad rahn tidak 

boleh dibarengi dengan syarat tertentu, karena akad rahn sama 

dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat 

tertentu atau dikaitkan dengan masa akan data, maka syaratnya 

batal, sedangkan akadnya sah. Ulama Malikiyah, Safi‟iyah dan 

Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu merupakan syarat 

yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu boleh, tetapi 

apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn maka 

syaratnya batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, pembeeri 

utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. 

Sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan bahwa jaminan 

itu boleh dijual ketika rahn itu jatuh tempo, dan orang yang 

berutang tidak mampu membayar. 

c. Marhun 

Menurut pakar fiqh ada beberapa syarat dalam marhun, yaitu: 

1) Barang jaminan itu sah boleh dijual menurut syara‟ 

2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan 

3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu 
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4) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang 

5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain 

6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh 

7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun 

manfaatnya.
25

 

Ada klasifikasi milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara 

garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Milk tam, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan 

manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan 

kegunaanya dapat dikuasai. 

2) Milk naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu 

dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya 

atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki zatnya.
26

 

Malikiyah mengemukakan bahwa syarat marhun yaitu, bahwa setiap 

barang yang bisa diperjual belikan, maka sah pula digadaikan. Hanya saja 

ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar (tipuan) 

karena belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus 

ini meskipun barang tersebut tidak sah diperjual belikan, namun sah untuk di 

gadaikan.
27

 

Namun untuk sahnya perjanjian gadai benda sebagai objek gadai, harus 

memenuhi beberapa syarat: 

                                                             
25

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 254. 

 
26 Hendi Suhendi, Op. Cit, h. 50. 
 
27

 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, h. 294. 
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1) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara‟ 

2) Sudah wujud dalam pada waktu perjanjian terjadi  

3) Mungkin diserahkan seketika kepada pemegang barang gadai 

d. Marhunbih 

Adapun syarat marhunbih yaitu: 

1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada tempat 

berutang 

2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan 

3) Utang itu jelas dan tertentu 

4) Utang itu harus mengikat  

4. Pemeliharaan Barang Jaminan Rahn 

Rahn terjadi karena adanya hubungan utang dengan barang jaminan, 

dengan adanya hubungan tersebut maka murtahin sebagai pemberi utang 

berkewajiban untuk merawat dan menjaga barang jaminan tersebut, seperti 

halnya menjaga harta sendiri karena itu merupakan sebuah amanah atau 

titipan. 

Dalam pembiayaan pemeliharaan barang jaminan para ulama fuqaha 

sepakat dibebankan kepada rahin. Tetapi menurut ulama Hanafiyah 

pembiayaan pemeliharaan barang jaminan  itu melibatkan kedua belah 

pihak yaitu rahin dan murtahin, dengan penjelasan bahwa setiap yang 

berkaitan dengan kemaslahatan barang jaminan maka biayanya 

dibebankan kepada rahin dikarenakan barang tersebut miliknya. Contoh 

biaya makan dan minum binatang. Lalu apabila yang berkaitan dengan 
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pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada murtahin, dikarenakan 

dia pihak yang menahan barang. contoh upah petugas yang menjaga 

binatang yang menjadi barang jaminan.
28

 

Menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu 

biaya yang dikeluarkan dan pemeliharaan barang jaminan itu merupakan 

tanggung jawab rahin sebagai pemilik barang, baik dari segi menjaga, 

pengobatan, maupun lainnya. Tetapi Syafi‟iyah menegaskan bahwa setiap 

pembiayaan yang dikeluarkan itu tanggung jawab rahin apabila ia seorang 

yang mampu. Apabila rahin dalam keadaan tidak mampu maka secara 

tidak langsung biaya tersebut menjadi tanggung jawab murtahin, dan biaya 

yang dikeluarkan oleh murtahin dihitung sebagai utang. Kecuali semua 

pembiayaan itu dilakukan ikhlas oleh murtahin maka tidak ada utang 

didalamya.  

Ada beberapa pendapat para ulama tentang adanya kerusakan dalam 

barang gadai, menurut ulama madzhab Syafi‟i dan hambali ketika terjadi 

kerusakan maka murtahin tidak menanggung resiko yang terjadi kepada 

barang gadai. Ulama Hanafi berpendapat bahwa pemegang gadai 

mengganti kerugian minimum dihitung sebelum barang itu diserahkan 

menjadi barang gadai, kecuali kerusakan itu terjadi karena kelengahan dan 

kecerobohan pemegang gadai maka para ulama sepakat bahwa kerugian 

itu menjadi tanggungan pemegang barang gadai.
29

 

 

                                                             
28

Ibid., h. 307. 

 
29

 Syafii Jafri, Op.Cit, h. 76. 
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5. Pemanfaatan Barang Jaminan Rahn 

Banyak sekali terjadi di masyarakat pedesaan bahwa setiap barang 

yang digadaikan boleh dimanfaatkan, tidak menutup kemungkinan pada 

sawah dan kebun. Semua hasil yang diperoleh dari barang gadai seutuhnya 

diambil oleh si penerima gadai sebagai pemegan barang. Pada dasarnya 

barang jaminan rahn tidak boleh dimanfaatkan, baik oleh pemilik barang 

dan pemegang barang kecuali mendapat izin dari kedua belah pihak. 

Pemegang barang hanya memiliki hak atas nilai dan sifat dari barang 

tersebut dan tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dari barang 

tersebut. Dan begitu pula dengan pemilik barang dia tidak berhak untuk 

menggunakan barang tersebut, karena itu termasuk barang gadai yang 

menjadi jaminan utang.  

Menurut Hanafiyah, rahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan 

barang gadai, kecuali dengan izin murtahin dan sebaliknya. Dengan alasan 

bahwa murtahin memiliki hak untuk menahan barang tersebut. Begitu juga 

dengan murtahin, tidak boleh mengambil keuntungan tanpa seizin rahin 

sebagai pemilik barang, tetapi apabila sudah mendapat izin dari rahin 

maka murtahin boleh memanfaatkan barang tersebut. Tetapi sebagian lain 

menganggapnya riba walaupun sudah mendapat persetujuan, dan hal riba 

tidak bisa dikatakan halal. 

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa murtahin tidak boleh memakai 

barang jaminan apabila rahin mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan 

barang gadai, atau murtahin memberikan syarat kepada rahin kalau barang 



20 

 

gadai itu ketika digadai boleh dipakai, maka hal itu dibolehkan dengan 

alasan karena utang jual beli atau semacamnya. Dan pemanfaatannya pun 

harus ditentukan waktunya agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan disaat 

proses gadai menggadai. Akan tetapi, apabila merupakan utang  (qardh) itu 

salah maka hal itu tidak diperbolehkan, karena menarik manfaat dari 

barang gadai tersebut. 

Kelompok Syafi‟iyah berpendapat secara tegas bahwa dia menolak 

bahwa barang gadai itu boleh diambil manfaatnya oleh murtahin. Hal ini 

didasarkan oleh hadis nabi: 

ًْٕ غُشْمًُُ  عَهَ ََ ٌْهُ مهْ صاحَثً انَّزْ سٌَىًََُ نًَُ غُىْمًُُ   لََ ٔغُْهقَُ انشَّ

“Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, rahin yang 

memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggung jawab atas 

kerusakan dan biayanya. (HR daruquthni dan Hakim).
30

 

 

Dari penjelasan hadis di atas bahwa murtahin tidak berhak untuk 

mengambil manfaat dari barang gadai sekalipun rahin tidak sanggup untuk 

membayar utangnya kepada murtahin, karena barang tersebut milik dari 

rahin. Jadi, segala bentuk tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada 

si pemberi gadai (rahin), dan si penerima gadai (murtahin) tidak 

bertanggung jawab sedikitpun atas kerusakan yang dialami oleh barang 

gadai. Hal ini dikecualikan demi kepentingan tertentu, demi kemaslahatan 

antara si penerima gadai dan pemberi gadai. 
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Barang gadai merupakan suatu kepercayaan (amanah) yang diberikan 

rahin kepada murtahin untuk dijaga dan dipelihara. Jadi tidak ada hak 

murtahin untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, apabila murtahin 

tetap memakainya maka hal itu tidak halal karena mengambil harta dari 

orang lain. 

Dalam pengambilan manfaat dari barang gadai para ulama berbeda 

pendapat, menurut jumhur fuqaha murtahin tidak boleh mengambil 

keuntungan dari barang gadai tersebut walaupun rahin mengizinkan, 

karena menurutnya hal ini merupakan riba karena pengambilan manfaat 

dari utang, Rasulullah bersabda: 

َ  (سَاي انحاسث ته اتّ اسامح) َُ ستا  كُمُ قشَْض جَشَ مَىفْعََحً فٍَُ

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (Riwayat 

Harits bin Abi Usmah)
31

  

Hadis ini merupakan Hadits dha'if yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi 

dalam kitab al.Buyu', akan tetapi para ulama sepakat bahwa hadis ini benar 

dalam maknanya.
32

 

Menurut Imam Ahmad bin Hambal (Hambaliyah), jika barang gadai 

tersebut berupa kendaraan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, 

maka murtahin boleh mengambil manfaatnya dari barang tersebut, disesuaikan 
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dengan biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan kendaraan dan binatang 

ternak itu.
33

 Sebagaimana sabda Rasulullah SAW 

ٍْشُ ٔشُكَةُ   واً َنثهَُ انذَسُ ٔشُْشَبُ تهَ تانظُ ُْ واً تىفقَتًَ أرَا كانََ مَشٌُْ ُْ ىفَْقتًَ أرَا كانََ مَشٌَْ

ٔشَْشَبُ انَىَّفقَحَس َاي انثخاسِ َ ََ عَهَّ انزْ ٔشَْكَةُ    انتشمزِ َأتُ داَد عه أتّ ٌُسٔشجََ

“Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengn 

biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang 

jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada 

setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) 

dikeluarkan biayanya. (HR Al-Bukhari, At-Tarmizi, dan Abu Dawud 

dari Abu Hurairah).
34

 

 

 

Dengan demikian, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah 

atau sawah, maka murtahin sebagai pemegang barang tidak berhak untuk 

menanaminya kecuali dengan izin rahin. Walaupun sudah diberi izin oleh 

rahin tidak semua yang dihasilkan dari barang tersebut menjadi milik 

murtahin, melainkan memberi sebagian hasilnya kepada rahin sebagai 

pemilik barang.
35

 

Perjanjian rahn (gadai) ini pada dasarnya seperti perjanjian utang 

piutang, hanya saja dalam proses ini terdapat barang jaminan untuk 

diberikan kepada si pemberi utang, tidak menutup kemungkinan terdapatnya 

riba didalamnya ketika melakukan beberapa hal: 

a. Dalam akadnya terdapat tambahan biaya yang diberikan penerima 

gadai (murtahin) kepada pemberi gadai (rahin) 
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b. Adanya syarat-syarat khusus dalam proses akad yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak yang terikat 

c. Apabila tenggang waktu yang telah disepakati sudah lewat, tetapi 

rahin tidak kunjung membayar utangnya, maka murtahin sebagai 

pemegang barang gadai menjual barang itu tanpa sepengetahuan 

rahin. Hal ini dilarang karena termasuk kedalam riba.
36

 

Berdasarkan kejadian di lapangan pada saat ini berlaku kebiasaan 

bahwa pemegang gadai berhak mengolah dan mengambil keuntungan secara 

keseluruhan dari barang tersebut, dan kejadian ini tidak dibenarkan dalam 

Islam. Karena diyakini berakibat kerugian pada rahin sebagai pemilik 

barang. 

Para ulama sudah menegaskan tentang tidak bolehnya memakai barang 

gadai tanpa ada persetujuan antara kedua belah pihak apalagi menjualnya. 

Jika rahin melakukan jual beli terhadap barang gadai tanpa sepengetahuan 

murtahin, maka hukumnya mauquf (tidak sah) karena ada hak murtahin 

didalamnya. Begitu juga dengan murtahin yang menjual barang gadai tanpa 

se izin rahin itu dianggap lancang karena menjual barang yang bukan milik 

dia.
37

  

6. Berakhirnya Akad Rahn 

Ada beberapa sebab berakhirnya akad rahn: 

a. Rahin melunasi semua utangnya 
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b. Adanya pembebasan utang dalam bentuk apapun 

c. Pembatalan rahn dari pihak murtahin 

d. Barang gadai tersebut dikembalikan kepada pemiliknya 

e. Dijualnya barang jaminan tersebut 

f. Meninggal salah satu dari pelaku rahn baik rahin atau murtahin 

g. Barang jaminan tersebut hilang atau rusak 

h. Rahn berakhir jika barangnya dijadikan hadiah, sedekah, maupun 

lainnya.
38

  

7. Hukum Pelunasan Utang 

Kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhati-kan 

pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutangi, tanpa diulur-ulur bila 

sudah mampu melunasinya. Sebab Allah berfirman: 

حْسَانُ   حْسَانِ الََِّ الَِْ  ٌمَْ جَزَاۤءُ الَِْ

"Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan pula?" (QS,Ar-

Rahmaan:60) 

Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara 

umum, lebih lebih masalah hutang. Ini merupakan sikap tercela yang 

menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada yang 

membutuhkan. Hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk 

pergi ke bank-bank ribawi. Lalu bekerja sama dengannya dengan cara 

yang diharamkan Allah. Akibat peminjam tidak lagi mendapati orang 
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yang mau memberi pinjaman secara sukarela danpemberi pinjaman 

juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi 

pinjamannya. Sehingga sirnalah sikap tolong-menolong dalam 

masyarakat.
39

 

8. Hikmah Rahn  

 Rahn merupakan salah satu kegiatan tolong menolong sesama 

manusia. Karena tidak sedikit masyarakat tertolong karena kegiatan ini, 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Karena tidak semua 

manusia itu berkecukupan, adanya juga manusia yang hidupnya selalu 

kekurangan, bagaimana pun mereka butuh makan dan minum untuk 

melangsungkan hidupnya.  

 Kebanyakan ketika seseorang yang ingin meminjam uang kepada 

orang lain tidak diberi kecuali dengan adanya jaminan, dengan diberinya 

barang jaminan kepada orang lain disitulah dimulainya kegiatan utang 

piutang. Oleh sebab itu Allah membolehkan adanya kegiatan rahn ini untuk 

memenuhi kebutuhan satu sama lain, menghilangkan kesedihan, dan 

kegalauan manusia. Dan bagi orang yang mau meminjamkan pun akan 

mendapat pahala, karena dapat mempermudah kesulitan manusia lain. Tetapi 

rahn ini tidak terlalu dianjurkan, apabila masih bisa berusaha untuk bekerja 

dan mencari uang selain utang maka itu lebih baik didahulukan.
40
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 Akan tetapi sebelum melakukan rahn kedua belah pihak diharuskan 

untuk mengetahui bagaimana tata cara yang sesuai dengan syariat Islam, jika 

segala sesuatu yang telah di tetapkan dalam syariat itu dipatuhi, maka dapat 

terhindar dari sesuatu yang merugikan. Selain menolong satu sama lain, 

manfaat dari kegiatan rahn ini yaitu menciptakan rasa cinta dan kasih 

sesama manusia. 

B. Peneliti Terdahulu 

Berikut topik-topik penelitian dan tulisan yang sudah dilakukan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini: 

Pertama, skripsi dari Dara Maulina yang berjudul, “Pelaksanaan Sistem 

Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rahin 

(Studi Kasus di Desa MeusaleLhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh 

Besar)”.Menjelaskan bahwa masyarakat di Desa MeusaleLhok menggunakan 

sistem gala umong (gadai sawah) dimana penerima gadai (murtahin) 

menggarap sendiri sawah yang digadaikan, sehingga hasil panen sepenuhnya 

menjadi milik penerima gadai (murtahin). Selama masa sawah berada 

ditangan penerima gadai (murtahin), maka baik dari segi hak penggarapan 

dan penanaman berada dibawah wewenang si penerima gadai (murtahin). 

Praktik gala umong (gadai sawah) semacam ini memberikan keuntungan bagi 

penerima gadai (murtahin), karena mendapatkan keuntungan yang lebih besar 

dari pada utang yang dipinjamkan kepada penggadai (rahin).
41

 

                                                             
41

 Dara Maulina, Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya 

Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa MeusaleLhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten 

Aceh Besar), (Banda Aceh: skripsi, 2019), h. 5 

 



27 

 

Kedua, skripsi dari Hendra Nirwansyah yang berjudul, “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Di 

Kecamatan Pitumpaanua Kabupaten Wajo), menjelaskan bahwa masyarakat 

Kecamatan Pitumpanua biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat 

atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman tidak 

ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun sebagai barang jaminan 

adalah lahan atau sawah yang dia punyai. Kemudian tanah atau sawah 

tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada si Sahdan atau pemberi 

hutang. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaaan 

pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi 

hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak penuh si 

pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu 

bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu lebih besar 

dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu 

dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi 

karena sudah saling percaya.
42

 

Ketiga, skripsi dari Imron Saifudi dengan judul “Penyelesaian Gadai 

Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa 

Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat”. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi adalah pelaksanaan 

praktek gadai tanah ladang di Desa Indraloka 1 tanah yang seharusnya 
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kembali kepada penggadai justru beralih kepada penerima gadai menjadi jual 

beli. Hal tersebut merugikan penggadai karena harga yang tidak sesuai 

dengan harga umum di desa tersebut. Menurut Imron Saifudi dalam 

skripsinya menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam penyelesaian gadai 

dengan jual beli tidak di perbolehkan menurut ulama, karena dikhawatirkan 

salah satu pihak yang dirugikan. Adapun yang membedakan antara penelitian 

ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada objek 

barang gadaian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi objek 

barang gadaiannya adalah berupa tanah ladang, sedangkan objek penelitian 

dari penulis adalah sawah.
43

 

Keempat, skripsi dari Ade Tri Cahyani yang berjudul, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota 

Depok”. Menjelaskan, bahwa dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu 

sendiri yang mengharuskan penerima barang gadai (murtahin) untuk 

membebankan bunga kepada penggadai (rahin) pada saat penggadai 

mengembalikan uang pinjamannya kepada penerima barang gadai 

(murtahin). Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok menggadaikan barang 

yang mereka miliki ke orang lain yang mereka kenal seperti saudara, dan 

tetangga. Dalam pelaksanaannya, akad gadai seringkali yang mensyaratkan 

dalam pemberian hak pakai terhadap barang yang dimiliki rahin, ada pula 

dalam akad gadai meskipun rahin tidak mensyaratkan perizinan 

memanfaatkan barang tetapi pihak murtahin tetap memanfaatkan barang 
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gadaian tersebut untuk kepentingan pribadi sampai rahin dapat 

mengembalikan utangnya pada murtahin.
44

                                                             
44 Ade Tri Cahyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat 

Kecamatan Tapos Kota Depok, (Jakarta: skripsi, 2015), h. 4. 

 

 



30 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif). Menurut 

Erikson (1986) yang dikutip oleh Tranta memberikan batasan formal tentang 

penelitian kualitatif sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara 

intensive, dengan proses pecatatan teliti tentang apa yang terjadi di lapangan, 

melalui suatu repleksi analitik terhadap dokumen, yang menyajikan bukti-

bukti dan melaporkan hasil analisis data secara deksriptif atau langsung 

dengan mengutip hasil wawancara maupun komentar.
45

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Nagari Lasi Kecamatan 

Candung Kabupaten Agam yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Nagari 

ini berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi yang merupakan kota 

pariwisata. Nagari lasi merupakan wilayah hijau yang terletak di pinggang 

gunung Marapi, yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera Barat yang 

masih aktif sampai sekarang.  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  

Subjek adalah pihak-pihak yang menjadi sebuah sampel dalam 

sebuah penelitian, yang mempunyai karakteristik tertentu. Subjek dapat 
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berupa orang, hewan tumbuhan, atau barang lainnya. Dari penelitian ini 

subjek yang diambil oleh peneliti adalah orang yang berakad yaitu orang 

yang menerima gadai (murtahin) dan orang yang menggadaikan (rahin) 

lahan pertanian padi di Nagari Lasi. 

2. Objek penelitian  

Objek penelitian adalah variabel yang akan diteliti ketika 

melakukan sebuah penelitian. Objek penelitian ini merupakan pusat dari 

masalah yang akan diteliti sehingga dengan pemilihan suatu objek maka 

suatu penelitian akan mendapat sebuah kesimpulan atau hasil dari 

penelitiannya. Adapun objek yang dipilih oleh peneliti yaitu akad rahn, 

mencari permasalahan yang diakibatkan oleh akad yang biasa dilakukan 

pada proses gadai- menggadai pada lahan pertanian padi di Nagari Lasi. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek, subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
46

Atau bisa 

diartikan sebagai subjek yang akan diamati oleh peneliti untuk 

menghasilkan sebuah penelitian. 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil oleh peneliti yaitu 

sebanyak 16 orang  yang terdiri dari orang yang menerima gadai, orang 

yang menggadaikan, dan satu orang wali nagari di Nagari Lasi. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi atau dapat mewakili 

keseluruhan populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Penentuan 

sampel ini diambil dari kesesuaian sumber data yang memperhatikan sifat 

dan penyebaran populasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode 

total sampling artinya yaitu keseluruhan populasi menjadi subjek 

penelitian yaitu berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 8 orang yang 

menggadaikan, 6 orang yang menerima gadai dan 1 orang wali nagari.  

E. Sumber Data  

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber 

asli atau sumber pertama.
47

 Informasi yang didapat langsung dari 

lapangan, dimana yang menjadi lokasi penelitian yang dipilih oleh 

peneliti. Dengan penelitian data primer ini dilakukan maka penulis 

langsung mewawancarai orang yang menerima, memberi gadai, dan 

seorang Wali Nagari Lasi Mudo. 

2.  Data Sekunder  

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-

variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak 

lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan, 

berbagai internet websites, perpustakaan umum maupun lembaga 

pendidikan yang sesuai dengan materi atau permasalahan yang diteliti 
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oleh peneliti dalam penelitiannya.
48

 Dan data sekunder yang diambil oleh 

peneliti yaitu, buku-buku yang membahas tentang rahn, jurnal, dan 

internet. 

3. Data Tersier 

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yaitu 

data primer dan sekunder. Data tersier ini bisa diperoleh dari kamus, 

insiklopedia dan lain sebagainya yang masih berkaitan mengenai masalah 

yang diteliti. Adapun data tersier yang dipakai oleh peneliti yaitu kamus 

basaha Indonesia dan kamus bahasa Arab. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Ada tiga teknik yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap gejala yang diteliti. Atau bisa dikatakan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. 

Kunci keberhasilan dari sebuah observasi yaitu ditentukan oleh 

pengamatan sendiri, sebab dialah yang melihat, mendengar, mencium, 

dan meraba kejadian tersebut. Setelah itu peneliti lah yang 

menyimpulkan apa yang dia rasakan untuk dijadikan sebuah penelitian.
49
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Dan pada saat ini peneliti melakukan penelitian dengan mengamati 

langsung ke Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi 

antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang 

di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.
50

 Dimana 

pertanyaan yang diberi kepada narasumber langsung dijawab pada saat 

itu juga, sehingga bisa berbicara dengan mendalam dari hati ke hati. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu cara memperoleh data dan informasi dalam 

bentuk tulisan, gambar, maupun foto, dan dokumen lainnya yang 

digunakan untuk mencari data terkait masalah yang diteliti penulis. 

Dokumen tertulis bisa dalam bentuk sejarah kehidupan, biografi, karya 

tulis, dan cerita. Disamping itu dokumentasi juga dapat berbentuk 

budaya, karena budaya menyimpan nilai-nilai tinggi yang berisi waktu, 

zaman, dan konteks.
51

 

Dokumentasi yang diambil oleh peneliti yaitu dokumen yang didapat 

di Kantor Wali Nagari Lasi dan foto yang diambil dari proses wawancara 

bersama masyarakat yang melakukan transaksi rahn. 
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G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data kualitatif, yaitu 

mengklasifikasikan data-data terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data 

tersebut diuraikan secara jelas.
52

 Penelitian kualitatif tidak  menggunakan 

statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di 

interpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia 

yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimethod, naturalistik, dan 

interpretatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan 

pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial 

berdasarkan realita. 

H. Metode Penulisan  

Dalam penelitian ini metode penulisan yang dipakai yaitu metode 

deskriptif di mana pengertiannya adalah penulisan yang menjelaskan secara 

menyeluruh masalah yang akan diteliti, dengan tujuan searah dengan 

rumusan masalah dan identifikasi masalah penelitian. Bersifat akurat dan 

aktual yang mengenai fakta fakta yang berhubungan dengan penelitian. 
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 Siyoto Sandu, Dasar Metodologi Penelitian, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 

2015), h. 190. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan gadai sawah yang dilakukan 

oleh masyarakat Nagari Lasi dan telah diuraikan didalam perbab nya, maka 

dapat ditarik kesimpulan dari padanya yaitu: 

1. Gadai yang merupakan salah satu sarana tolong menolong di Nagari 

Lasi, proses gadai menggadai ini dengan cara menggadaikan sawah 

yang dimiliki sebagai jaminan utang. Alasan utama yang melatar 

belakangi dilaksanakannya akad gadai karena pihak pegadai 

mengalami kesulitan dana yang sifatnya tak terduga, sehingga langkah 

yang dianggap paling bijak dengan cara mengambil pinjaman dan 

menjaminkan sawah yang dimiliki. Adapun pelaksanaan gadai sawah 

di Nagari Lasi sebagai berikut: 1) Proses pelaksanaan gadai. Dimana 

pihak pegadai datang menawarkan sawah dengan memberitahukan 

luas sawah, jumlah utang yang akan dipinjam. 2) Proses penyerahan 

barang gadai. Di mana barang yang dijadikan jaminan baru diberikan 

setelah terjadi kesepakatan bersama kepada penerima gadai atas utang 

yang dipinjamkan. 3) Akad gadai dalam bentuk rasa saling percaya 

satu sama lain, atau disebut sebagai perjanjian lisan saja. 4) Adanya 

pemanfaatan hasil sawah yang di ambil secara keseluruhan oleh 

murtahin (penerima gadai).  
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Pembayaran hutang oleh penggadai (rahin) kepada penerima gadai 

(murtahin) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai 

kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika 

penggadai (rahin) menyerahkan uang kepada penerima gadai 

(murtahin) sesuai jumlah uang yang dipinjam. 

2. Melakukan gadai merupakan bentuk muamalah yang dianggap sah 

apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung di dalamnya. 

Sedangkan masyarakat di Nagari Lasi belum sepenuhnya mengetahui 

bagaimana pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan syariat Islam, 

walaupun ada yang mengerti tetapi mereka masih sulit 

mengaplikasikannya karena praktik gadai pada masyarakat Nagari 

Lasi timbul karena adanya adat kebiasaan yang salah yang tidak sesuai 

dengan syariat Islam. Tetapi masih sering diterapkan dikehidupan 

masyarakat Nagari Lasi, sangatlah jelas terlihat bahwa praktik gadai 

pada masyarakat di Nagari Lasi adanya kesalahan dalam melakukan 

akad gadai atau perjanjian gadai. Adanya cacat rukun dalam proses 

gadai menggadai di masyarakat Lasi yang disebabkan karena 

menggunakan akad hanya secara lisan saja dan tanpa tertulis. Dari 

segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni 

banyak yang melarangnya, adapun yang membolehkan itu jika sudah 

memiliki izin dari rahin untuk memanfaatkannya. Dalam kasus pihak 

yang berutang dan menitipkan hartanya sebagai jaminan memberi izin 

dan memperbolehkan hartanya dimanfaatkan pihak pemberi dan 
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penerima jaminan, para ulama mengutarakan pendapat yang berbeda-

beda. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa akad gadai adalah 

sebagai jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad 

untuk mendapat keuntungan atau bersifat komersial. 

B. Saran 

Setelah dilaksanakannya penelitian yang dilakukan penulis yang 

berjudul PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA LAHAN PERTANIAN 

PADI DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG KABUPATEN 

AGAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH, maka dari itu dikemukakan 

beberapa saran : 

1. Kepada para penggadai dan yang menerima gadai, agar lebih 

mengetahui dan memahami tata cara gadai menggadai yang telah 

diatur didalam syariat Islam. Dengan membuat perjanjian secara 

tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, dan 

untuk tidak melakukan riba didalam akad gadai menggadai di 

masyarakat Nagari Lasi.  

2. Dalam pelaksanaan praktik gadai sawah di Nagari Lasi jangan 

sampai merugikan salah satu pihak dan mengabaikan prinsip 

tabarru‟ (tolong-menolong) yang merupakan dasar 

dilaksanakannya praktik gadai (rahn). 

Adanya kebijakan baru dari para tokoh agama ataupun ninik 

mamak untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sistem 

gadai sawah di Nagari Lasi yang seharusnya diterapkan, sehingga 
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masyarakat mampu memahami dan melaksanaan praktik gadai 

sawah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. 
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 PANDUAN WAWANCARA 

 

Pihak Penggadai 

1. Apakah benar Bapak/Ibu pernah melakukan proses gadai menggadai 

sawah? 

2. Apa alasan Bapak/Ibu menggadaikan sawah? 

3. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan gadai menggadaikan sawah? 

4. Bagaimana proses gadai menggadai sawah yang Bapak/Ibu terapkan pada 

saat itu? 

5. Berapa banyak sawah yang Bapak/Ibu gadaikan? 

6. Berapa nominal yang Bapak/Ibu dapat ketika menggadai sawah tersebut? 

7. Apa bukti dari proses menggadaikan sawah tersebut? (Sertifikat,dll) 

8. Apakah ada akad jika sawah itu telah digadai maka sawah tersebut boleh 

dipakai oleh si penerima gadai? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pihak Menerima Gadai 

1. Apakah benar Bapak/Ibu telah melakukan proses gadai menggadaikan 

sawah? 

2. Apa alasan Bapak/Ibu untuk menerima penggadaian sawah? 

3. Bagaimana proses gadai menggadai sawah yang Bapak/Ibu gunakan pada 

saat itu? 

4. Berapa banyak sawah yang Bapak/Ibu terima dari si penggadai? 

5. Berapa nominal yang Bapak/Ibu keluarkan untuk si penggadai? 

6. Apakah ada bukti yang diserahkan oleh si penggadai kepada Bapak/Ibu 

sebagai penerima gadai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wali Nagari Lasi 

1. Apakah ada ketentuan proses gadai menggadai sawah di Nagari Lasi? 

2. Apakah ada dokumen/surat menyurat yang harus diurus ketika ingin 

melakukan proses gadai menggadai sawah di Nagari Lasi? 

3. Menurut Bapak lebih baik mana proses gadai menggadai sawah yang 

sesuai oleh masyarakat Nagari Lasi itu melalui lisan saja atau lisan dan 

tulisan? 

4. Bagaimana sikap Bapak untuk menghadapi semisal ada perselisihan antar 

masyarakat tentang proses gadai me nggadai sawah ini? 
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